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Jokowi memberikan deadline 1 bulan kepada para menteri 
untuk menginventarisasi regulasi tumpang tindih. 
Menteri koordinator (Menko) juga diberikan hak veto 
untuk mengatur kebijakan para menteri

residen Joko Widodo (Jokowi) Pmemberi  arahan kepada para 
menterinya untuk menyoroti perihal 

regulasi. Jokowi mengatakan, masih banyak 
ditemukan aturan yang tumpang tindih 
antara level daerah dan level wilayah 
administrasi di atasnya.
 "Negara ini terlalu banyak regulasi 
dan peraturan. Saya sudah sampaikan berkali-
kali, baik undang-undang dalam bentuk 
perpres (peraturan presiden), permen 
(peraturan menteri), dan peraturan lainnya, 
termasuk di daerah," kata Jokowi dalam 
pembukaan rapat perdana dengan Kabinet 
Indonesia Maju di Istana Negara, Kamis 
(24/10).
 Setelah melant ik kabinetnya, 
Presiden Jokowi kembali mendengungkan 

MENUNGGU ATURAN 
‘SAPU JAGAT’ JOKOWI

omnibus law sebagai kunci Indonesia maju. 
Sebelumnya, ia menyebut hal itu dalam 
pidato pelantikannya. Di dunia hukum, 
omnibus law dikenal sebagai UU sapu jagat 
sebagai sebuah loncatan revolusi hukum. 
 Saat ini, 62 ribu regulasi yang 
tersebar di berbagai lembaga membuat 
p e m b a n g u n a n  t e r h a m b a t .  U n t u k 
merampingkannya, perlu dibuat payung 
hukum dengan UU Konsolidasi."Segala 
bentuk kendala  regulas i  har us  k i ta 
sederhanakan, harus kita potong, harus kita 
pangkas," ucap Jokowi dalam pidato 
pertamanya setelah dilantik jadi Presiden RI 
2019-2024.
 Jokowi  menyebut  UU Cip ta 
Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan 
UMKM akan menjadi omnibus law. Dia 

menjelaskan maksudnya."Masing-masing 
UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu 
satu UU yang sekaligus merevisi beberapa 
UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang 
menghambat penciptaan lapangan kerja 
langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang 
menghambat pengembangan UMKM juga 
akan langsung direvisi," pungkas Jokowi.
Menurut catatan, selama masa pemerintahan 
Jokowi periode I, penataan regulasi juga telah 
digenjot. Terutama, kebijakan deregulasi 
dijalankan untuk memperlancar izin usaha. 
Sejak resmi dilantik hingga semester pertama 
tahun 2018,  Pres iden Jokowi  te lah 
mengeluarkan tak kurang dari 347 Peraturan 
Pemerintah (PP) dan 533 Peraturan Presiden 
(Perpres).
Selain menerbitkan regulasi baru, Pemerintah 

Omnibus law dapat dianggap sebagai UU 
'sapu jagat' yang dapat digunakan untuk 
mengganti beberapa norma hukum dalam 
beberapa UU. Mekanisme ini dianggap lebih 
efektif  dan efisien dalam proses pembuatan 
dan revisi UU.
 "Praktik omnibus law pernah 
dilakukan Irlandia untuk melakukan 
perampingan peraturan perundangan yang 
dilakukan hanya lewat satu UU omnibus 
menghapus sekitar 3.225 UU. Capaian 

Irlandia dianggap sebagai rekor dunia praktik 
omnibus law," kata ahli hukum tata negara 
Universitas Lambung Mangkurat, Mirza 
Satria Buana PhD.
 Menurut Mirza, kewenangan yang 
muncul dari UU itu akan relatif  aman dari 
kepentingan politik karena UU Konsolidasi 
telah menjalani proses legislasi antara 
lembaga-lembaga terkait, sehingga perpres 
omnibus pun tidak dapat diselewengkan oleh 

Omnibus Law, Revolusi Hukum Seperti Apa?
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SURABAYA-Gubernur Jawa Timur 
Khofifah Indar Parawansa mengucapkan 
selamat bekerja atas dilantiknya para 
menteri Presiden Joko Widodo dan Wakil 
Presiden Ma'ruf  Amin di Kabinet 
Indonesia Maju.Terutama bagi para tokoh 
asal Jawa Timur yang diberikan mandat dan 
amanat untuk menjabat pos-pos strategis di 
kabinet.
 Gubernur Khofifah yang juga 
mantan Menteri Sosial di Kabinet Kerja itu 
berharap s inergi  bisa di ja l in demi 
memajukan Jawa Timur sebagai daerah asal 
para menteri tersebut. 
 "Kalau Pak Presiden  Jokowi saat 
m e m p e r k e n a l k a n  p a r a  m e n t e r i  
menyampaikan bahwa  yang mengisi 3 pos 
strategis di Istana tetap orang lama. 
Kebetulan ketiganya asal  Jawa Timur yaitu  
Pak Pratikno (Mensesneg) itu dari 
Bojonegoro. Lalu ada Pak Pramono Anung 
(Sekretaris Kabinet) beliau dari Kediri. 
Kemudian ada Pak Moeldoko (Kepala Staf  
Kepresidenan)  dari Kediri lagi. Kami 
berharap sinergitas mereka dengan daerah 
asal mereka Jawa Timur akan  nyambung 
produktif- strategis," kata Khofifah, di 
Kantor Pahlawan, Kamis (24/10).
  Gubernur Khofifah menyebut ada 
banyak kebutuhan terutama infrastruktur 

dasar yang berbasis rumah tangga yang 
diharapkan juga tetap  mendapat support 
d a r i  p emer in t ah  pus a t .  M i s a l n y a 
jambanisasi berbasis rumah tangga , di Jawa 
Timur masih sekitar 30  persen yang belum 
berbasis rumah tangga. Elektrifikasi secara 
menyeluruh untuk sambungan listrik  
rumah tangga tahun 2021. Mengentaskan 
361 desa tertinggal di Jatim yang kita 
targetkan tahun 2020.
 Tokoh Jawa Timur yang juga 
masuk dalam kabinet Indonesia Maju 
adalah Mahfud MD. Tokoh nasional asal 
Madura itu dipercaya presiden menjabat 
posisi  Menkopolhukam. Dikatakan 
Khofifah sosok Mahfud MD punya 
kompetensi dan kapasitas yang luar biasa. 
"Pak Mahfud sosok  yang sangat mumpuni. 
Sekarang Pak Mahfud di Menkopolhukam, 
harapan seluruh warga bangsa bahwa 
komunikasi di antara seluruh stakeholder 
elemen strategis yang ada dalam koordinasi 
antara Menkopolhukam saya rasa cukup 
fir med Pak  Mahfud  mendapatkan 
penug a s an  d i s i t u .  Gus  Dur  du lu 
memberikan julukan Pak Mahfud adalah 
peluru tak terkendali. Maksudnya pikiran 
dan gerakannya sering out of  the box," kata 
wani ta  yang juga mantan Menter i 
Pemberdayaan Perempuan era Presiden 
KH Abdurrahman Wahid ini.

 Sosok menteri asal Jawa Timur yang 
juga patut dibanggakan adalah Muhajjir Efendi 
yang diberi amanah presiden menjabat Menteri 
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan. Pada menteri kelahiran 
Madiun tersebut, Gubernur Khofifah berharap 
akan ada sinergi terutama terkait percepatan 
penyejahteraan masyarakat Jawa Timur. 
 "Kita berharap bisa sama-sama punya 
ruang berkoordinasi terutama terkait dengan 
percepatan  penyejahteraan masyarakat yang 
ada di dalam koordinasi Menko PMK bisa kita 
bangun koneksitas lebih kuat.   Karena pesan 
Presiden  masing-masing kementerian tidak 
boleh punya visi misi sendiri.  Visi misinya 
adalah  visi misi Pemerintah," kata Khofifah. 
 Serta yang tak ketinggalan sosok Jawa 
Timur yang melenggang masuk di Kabinet 
Indonesia Maju adalah Abdul Halim Iskandar. 
Sosok politisi PKB itu sebelumnya menjabat 
sebagai Ketua DPRD Jawa Timur, dan saat ini 
masih menjabat  Wakil Ketua DPRD Jawa 
Timur. Kini Halim diberi mandat presiden 
menjabat Menteri Desa dan Pembangunan 
Daerah Tertinggal. Khofifah berharap besar, 
Halim bisa turut membantu Jawa Timur dalam 
rangka mengentaskan desa tertinggal. 
 "Kita masih punya PR sebanyak 361 
desa yang masih berstatus tertinggal menurut 

7 Menteri Asal Jatim, 
Ini Harapan Gubenur Khofifah
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OMNIBUS

penguasa."Dalam konteks hierarki perundang-
undangan inilah eksistensi consolidation law 
diperlukan guna mengisi celah sistematisasi 
hukum perundang-undangan," papar Mirza.
Perampingan peraturan terus digaungkan 
Kemenkum HAM sejak 2015. Selain itu, para 
akademisi menyatakan sikap serupa. Dalam 
Konferensi Nasional Hukum Tata Negara 
(KNHTN) ke-4 di Jember pada 10-13 
November 2017, para pendekar hukum 
menghasilkan Rekomendasi Jember, yang 
meminta segera dirampingkan regulasi di 
Indonesia karena sudah sangat banyak.
Terpisah, Pakar hukum tata negara Bivitri 
Susanti, omnibus law adalah sebuah undang-
undang yang mengatur atau mencabut 
sejumlah undang-undang lain. "Omnibus law 
itu cuma penamaan saja untuk sebuah undang-
undang yang biasanya di dalamnya mengatur 
atau mencabut banyak undang-undang lain, 
jadi lebih rapi," kata Bivitri kepada Tempo, 
Kamis, 24 Oktober 2019.
Bivitri mengatakan omnibus law biasanya 
mengatur satu topik saja, bukan berbagai topik. 
Adapun dalam pidatonya, Presiden Jokowi 
menyebut dua omnibus yang diinginkannya, 
yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU 
Pemberdayaan UMKM.
Menurut Bivitri ,  Jokowi sudah sering 
menanyakan kemungkinan membentuk 

omnibus itu kepada Asosiasi Pengajar Hukum 
Tata Negara (APHTN). "Memang Presiden 
udah lama mengincar itu, dia sering bertanya ke 
APHTN," kata Bivitri.
Omnibus law memang dipraktikkan di 
beberapa negara di antaranya Irlandia, Kanada, 
dan Amerika Serikat.  Namun, Bivitr i 
mengatakan konsep ini asing di Indonesia 
lantaran belum pernah dipraktikkan. Dia juga 
menilai UU omnibus ini akan sulit diwujudkan 
di Indonesia.
"Sangat sulit sebenarnya. Karena kita beda 
konteks. Bukannya mustahil, tapi penuh 
tantangan," kata pengajar Sekolah Tinggi 
Hukum Jentera ini.
Pertama, kata Bivitri, akan banyak sekali 
peraturan teknis yang mesti disinkronisasi. 
Padahal di Indonesia amat banyak peraturan 
teknis dalam bentuk peraturan menteri, 
keputusan menteri,  surat edaran, dan 
sebagainya. Aturan teknis juga sering tersebar 
di banyak undang-undang.
Bivitri mencontohkan, aturan terkait investasi 
tidak hanya ada di Undang-undang Penanaman 
Modal, tapi juga ada di UU terkait lingkungan 
hidup, ketenagakerjaan, izin, dan sebagainya. 
Dia berujar pemerintah mesti memiliki satu 
badan untuk meneliti dan merapikan semua 
aturan itu.
Meski begitu, Bivitri mengatakan proses di 
Dewan Perwakilan Rakyat juga akan sulit. 

mencabut banyak peraturan yang dianggap 
bertentangan dengan peraturan yang lebih 
tinggi dan peraturan yang menghambat 
k e m u d a h a n  b e r u s a h a .  Pe m e r i n t a h 
mengumumkan telah mencabut ribuan 
peraturan d i  bawah Undang-Undang 
meskipun daftar peraturan yang dicabut itu tak 
pernah dirilis secara resmi.
 Secara khusus, Jokowi meminta 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito 
Karnavian memberi atensi terhadap persoalan 
ini dengan sungguh-sungguh. Perda maupun 
pergub yang tumpang tindih diminta agar 
disesuaikan.
 " N a n t i  M e n d a g r i  t o l o n g 
digarisbawahi, peraturan daerah, peraturan 
gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota 
yang masih banyak sekali tumpang tindih 
dengan peraturan-peraturan di atasnya," ucap 
Jokowi.
 Masih terkait  regulasi ,  Jokowi 
meminta setiap kementerian mengevaluasi 
aturan dan kebijakannya. Jika aturan dirasa 
memberi dampak terhambatnya ker ja, 
pelayanan terhadap masyarakat, dan masuknya 
investasi, aturan tersebut dirapatkan kembali 
dan dihapus.

 "To long  in i  d i l i h a t  d i  s e t i ap 
kementerian, yang membuat bekerja, yang 
membuat menghambat pelayanan masyarakat, 
yang menghambat investasi dunia usaha, 
segera kumpulkan dalam waktu sebulan ini. 
Nanti segera saya rapatkan dalam dua minggu 
lagi. Nah, itu hal-hal yang menghambat yang 
ingin kita hapuskan," ucap Jokowi.
 Jokowi menerangkan aturan-aturan 
yang menghambat akan dihapus untuk 
mempercepat kerja pemerintah. Dia juga 
membahas perihal target selanjutnya, yakni 
membuka lapangan kerja seluas-luasnya.
 "Sehingga kita bisa bekerja dengan 
cepat. Keempat, gol besar setiap pekerjaan-
pekerjaan kita adalah menciptakan lapangan 
kerja. Karena ini adalah yang dibutuhkan, 
diinginkan oleh masyarakat, menciptakan 
l apang an  ke r j a .  Jang an  s ampa i  ada 
kementerian-kementerian, provinsi, kota yang 
tidak mengerti masalah ini," tegas Jokowi.
 Jokowi juga memberikan hak veto 
kepada para menteri koordinator dalam 
mengatur kebijakan para menteri. Dengan 
demikian, kebijakan menteri tidak akan 
bertentangan dengan kebijakan presiden.

 Menko Polhukam, Mahfud Md, 
mengatakan Jokowi menugaskan para menko 
untuk mengawal visi presiden. Menko harus 
bisa mengawal kebijakan-kebijakan yang 
diimplementasikan para menteri."Untuk itu, 
baru ini diumumkan oleh presiden. Untuk itu, 
menko itu bisa memveto, menko itu bisa 
memveto kebijakan atau peraturan-peraturan 
menteri yang dianggap bertentangan dengan 
kebijakan menteri lain, bertentangan dengan 
visi presiden dan yang lainnya," kata Mahfud 
M d ,  u s a i  s i d a n g  k a b i n e t  d i  I s t a n a 
Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (24/10). 
 Mahfud mengatakan Menko tak harus 
sela lu lapor ke pres iden ket ika akan 
memberlakukan hak veto. Jika kebijakan 
menteri sudah jelas bertentangan dengan 
arahan presiden, dia akan langsung mengambil 
langkah.
 Sebelumnya, Menteri Hukum dan 
HAM Yasonna H. Laoly mengatakan akan 
segera membahas omnibus law sesuai arahan 
Jokowi. Dia mengatakan ada 74 UU yang akan 
diubah dengan omnibus law itu. "Target kami 
tahun ini selesai," kata Yasonna, Rabu 
(23/10).(ist,ins)

Secara teknis, DPR memerlukan kesiapan dan 
model pembahasan yang lain dari biasanya. 
Selain itu proses politik juga dinilai akan 
menjadi kendala dalam pembentukan omnibus 
law ini.
"Model pembahasan di mana banyak isu 
dibahas di satu UU itu enggak lazim di DPR, 
belum pernah. Jadi model pembahasannya di 
DPR juga mesti siap, staf  di DPR juga mesti 
siap. Yang kedua di level politiknya. saya kira 
akan banyak tantangan di level politik dari 
anggota DPR sendiri," ujar Bivitri.(ins,dtc)

Kemendes. Dalam banyak forum saya sering  
meminta agar ini dipetakan faktor penyebab 
ketertinggalannya dan pola intervensinya. Agar 
di tahun 2020 kita bisa bersama-sama 
mengentaskan, tidak ada lagi desa tertinggal di 
Jawa Timur. Semuanya terentas," tandas wanita 
yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU ini.
 Terakhir, sosok yang juga masuk di 
Kabinet Indonesia Maju adalah Ida Fauziah 
yang menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja. 
Khofifah menyebut di bidang tenaga kerja ada 
perundangan yang menurut informasi  masuk  
omnibus law. Pihaknya menyebut bahwa Jawa 
Timur juga akan menyesuaikan jika nanti ada 
aturan-aturan yang juga bisa menggunakan 
sistem omnibus law dalam revisi perda di Jatim. 
(sur) 

7 MENTERI
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Jakarta- Putra sulung Presiden Joko Widodo 
(Jokowi), Gibran Rakabuming Raka sowan ke 
rumah Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) 
Megawati Soekarnoputri di Jakarta. Gibran 
m e n g a k u i  k e d a t a n g a n n y a  m e m a n g 
membahas keseriusannya maju di Pemilihan 
Wali Kota (Pilwalkot) Solo lewat PDIP.
 "Siang ini tadi saya berkesempatan untuk 
sowan, untuk silaturahmi ke Bu Mega. Jadi 
kan di Solo kan saya sudah mengambil KTA 
(kartu tanda anggota) PDIP ya, sudah 
sewajarnya saya sowan dan silaturahmi ke 
senior-senior petinggi-petinggi PDIP," ujar 
Gibran di kediaman Megawati di Jalan Teuku 
Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 
(24/10). 
 "Jadi kalau di Solo kan saya sudah sowan 
ke Pak Rudi (Ketua DPC PDIP Surakarta FX 
Hadi Rudyatmo), saya juga sudah sowan ke 
beberapa senior-senior PDIP, dan hari ini saya 
berkesempatan untuk silaturahmi ke Bu 
Mega," sambungnya.
 Gibran menjelaskan, ada banyak hal yang 
d ia  bahas  bersama Megawat i  da lam 
pertemuan yang berlangsung kurang-lebih 
satu jam itu. Inti pembahasan seputar 
rencananya maju menjadi calon wali kota di 
Solo.
 K e p a d a  M e g a w a t i ,  G i b r a n 
menyampaikan keseriusannya untuk maju 
lewat PDIP. Gibran juga menegaskan kepada 
Megawati bawa dirinya tidak pernah 
berencana maju lewat jalur independen."Saya 
sampaikan keadaan di Solo seperti apa, saya 
sampaikan keseriusan saya untuk maju, saya 
sampaikan juga bahwa karena saya sudah 
punya KTA PDIP saya sampaikan ke Bu 
Mega bahwa saya tidak akan maju lewat 
independen seperti yang dikatakan di Solo 
kemarin, itu tidak benar," ucap Gibran.

 "Itu saya tidak pernah berkata kepada siapa 
pun di mana pun kalau saya akan maju lewat 
independen. Saya sudah punya KTA PDIP, saya 
a k a n  b e r j u a n g  m e l a l u i  P D I P  j u g a , " 
sambungnya. Sebelumnya, Gibran menegaskan 
tetap akan maju Pilwalkot Surakarta lewat PDIP 
meski DPC PDIP Surakarta menutup pintu 
karena telah mengusulkan pasangan Purnomo-
Teguh ke DPP.
 Terp i sah ,  Sek j en  PDIP Has to 
Kristiyanto menjelaskan isi pertemuan Gibran 
dan Megawati selain kursus politik."Mas Gibran 
ini kan putra tertua dari Bapak Presiden Jokowi 
sehingga beliau juga tadi mengucapkan terima 
kasih kepada Ibu Megawati Soekarnoputri atas 
dukungan yang telah diberikan dan seluruh 
jajaran PDI Perjuangan sehingga Pak Jokowi 
dapat dimenangkan oleh dukungan rakyat 
Indonesia," kata Hasto.
 

Sowan ke Megawati, 
Gibran Serius Incar Solo 1

Setelah itu, Megawati lalu disebut memberi 
wejangan politik kepada pria yang ingin 
mencalonkan diri di Pilwalkot Solo 2020 
itu."Silaturahmi ini sangat penting dan 
kemudian Mas Gibran juga menyampaikan 
telah ber-KTA PDI Perjuangan. Lalu Ibu 
menyampaikan beberapa hal yang harus 
dilakukan oleh anggota PDI Perjuangan.  
Bahkan, Ibu juga menyampaikan bacaan wajib 
seperti buku 'Indonesia Menggugat', 'Mencapai 
Indonesia Merdeka', 'Lahirnya Pancasila' dan 
'Membangun Tatanan Dunia Yang Baru'," sebut 
Hasto.
 "Semua buku Bung Karno yang 
bersifat wajib, termasuk Mas Gibran pun juga 
oleh Ibu disarankan membaca 4 buku tersebut 
selain AD/ART partai. Dengan demikian 
pertemuan tadi semacam kursus politik juga 
s e c a r a  l a n g s u n g  d a r i  I b u  M e g awa t i 
Soekarnoputri kepada Mas Gibran," imbuh 
Hasto.(ins,ist,dtc)

Perjuangan Politik Gibran 

Bertemu Wali Kota Surakarta 
FX Hadi Rudyatmo

18 September 2019

23 September 2019 
Mendaftar sebagai kader PDIP melalui ranting 
Manahan, PAC Banjarsari, Surakarta. Resmi menjadi 
kader PDIP & mendapat KTA No. 33720510110110870001 
di DPC PDIP Kota Surakarta

24 Oktober 2019 

Menemui Ketua Umum PDIP, 
Megawati di kediamannya, 
Menteng, Jakarta.


